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PELNI SERVICES 

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA 
PT Pelita Indonesia Djaya 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

PASAL 1 
REFERENSI 

Referensi dalam Pedoman ini meliputi: 

(1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tanggal 
12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan 
Jasa Badan Usaha Milik Negara; 

(2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang 
Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/09/2017; 

PASAL 2 
DEFINISI 

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan: 

(1) Pedoman adalah ketentuan dasar pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Pelita 
Indonesia Djaya. 

(2) Pengadaan barang/jasa Internal Perseroan adalah kegiatan untuk mendapatkan 
barang dan jasa yang dilakukan oleh Perseroan yang pembiayaannya berasal dari 
anggaran Perseroan yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai 
dengan serah terima hasil pekerjaan. 

(3) Pengadaan barang/jasa Bisnis Perseroan adalah kegiatan untuk mendapatkan 
barang dan jasa yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka pemesanan dari 
Pemberi Kerja. 

(4) Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang 
seluruh · atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan 
secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. 

(5) Perseroan adalah PT Pelita Indonesia Djaya. 
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(6) Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Perseroan. 

(7) Kantor Cabang adalah Kantor Cabang Perseroan. 

(8) Unit Bisnis Perseroan adalah unit usaha yang merupakan bagian dari Perseroan yang 
menyediakan barang/jasa tertentu untuk mendukung dan mengembangkan 
kegiatan usaha Perseroan. 

(9) Anak Perusahaan adalah anak perusahaan PT Pelita Indonesia Djaya yang 
kepemilikan sahamnya minimal 51 % (lima puluh satu persen). 

(10) Direksi adalah Direktur Perseroan yang dipimpin oleh Direktur Utama. 

(11) Pejabat Berwenang adalah pejabat yang diberi wewenang dan tanggung jawab 
untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai 
dengan tingkatan kewenangannya. 

(12) Senior Manager adalah pejabat struktural Perseroan setingkat dibawah Direksi. 

(13) Pengguna adalah pemilik pekerjaan dan sebagai pemilik anggaran yang 
bertanggung jawab atas penggunaan barang/jasa; 

(14) Unit Pengadaan adalah unit kerja yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab 
atas perencanaan dan teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan 
Perseroan. 

(15) Panitia Pengadaan adalah tim yang ditetapkan oleh Direksi untuk melakukan proses 
pemilihan Penyedia sesuai tugas dan kewenangannya; 

(16) Tim Counterpartadalah tim yang ditetapkan oleh Direktur Utama untuk membantu 
sebagian tugas dan kewenangan Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa. 

(17) Pelaksana Swakelola adalah tim atau personil yang dibentuk oleh Direksi dan/atau 
Senior Manager untuk melaksanakan pekerjaan secara swakelola. 

(18) Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan usaha, badan hukum, termasuk 
BUMN, orang perseorangan yang melakukan pemesanan barang dan/atau jasa 
kepada Perseroan. 
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(19) Penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha 
termasuk BUMN, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta, badan 
hukum, orang perseorangan/subjek hukum, atau Instansi Pemerintah/Badan 
tayenan Umum yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa. 

(20) Penyedia Retail adalah Penyedia yang menjual produk retail atau eceran kepada 
konsumen akhir di Pasaran baik melalui Tako atau e-Marketplace. 

(21) Mitra Bisnis adalah Penyedia yang bekerja sama dengan Perseroan untuk 
melaksanakan suatu Pengadaan barang/jasa Bisnis Perseroan. 

(22) Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja yang 
melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan monitoring 
terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

(23) Rencana Pengadaan adalah daftar rencana pengadaan barang/jasa Perseroan yang 
dikelola secara periodik oleh Unit Pengadaan. 

(24) Konsolidasi pengadaan barang/jasa adalah strategi pengadaan barang/jasa yang 
menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa sejenis; 

(25) Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak 
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau 
dimanfaatkan oleh Pengguna; 

(26) Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi 
pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan 
kembali suatu Bangunan atau Kapal; 

(27) Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional berbentuk Badan Usaha atau 
Perorangan yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang 
mengutamakan adanya olah pikir (brain ware); 

(28) Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, 
dan/atau keterampilan (skill ware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal 
luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 

(29) Swadaya adalah cara rnernperoleh barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan dan 
diawasi sendiri oleh Perseroan untuk Pengadaan Barang/Jasa Bisnis Perseroan; 
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(30) Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan dan 
diawasi sendiri oleh Pelaksana Swakelola untuk Pengadaan Barang/Jasa Internal 
Perseroan; 

(31) Aplikasi Pengadaan Secara Elektronik adalah sistem pengadaan secara elektronik 
yang terdiri dari Daftar Penyedia Perseroan dan Sistem Pemilihan Penyedia; 

(32) Daftar Penyedia Perseroan yang selanjutnya disingkat DPP adalah daftar penyedia 
yang dimiliki oleh Perseroan yang telah memenuhi persyaratan menjadi Penyedia 
dan terukur Kinerjanya serta digunakan dalam proses pemilihan Penyedia; 

(33) e-Marketplace adalah pasar elektronik yang terdiri dari e-Katalog dan Online Shop 
untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa di lingkungan Perseroan; 

(34) e-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, 
spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan barang/jasa tertentu dari berbagai 
penyedia dan merupakan bagian dari e-Marketplace, 

(35) Online Shop adalah toko yang menjual produk melalui media internet dengan 
menggunakan sarana web browser dan merupakan bagian dari e-Marketplace, 

(36) Pengadaan Langsung adalah cara pengadaan barang/jasa Internal Perseroan yang 
dilakukan melalui pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan 
demikian nilainya berdasarkan harga pasar, termasuk e-Purchasing. 

(37) E-Purchasing adalah pembelian barang/jasa melalui e-Marketplace; 

(38) Penunjukan Langsung adalah cara pengadaan barang/jasa Internal Perseroan yang 
dilakukan secara langsung dengan menunjuk 1 (satu) Penyedia atau penunjukan 
melalui Kompetisi (beauty contest); 

(39) Tender Terbatas adalah cara pengadaan barang/jasa Internal Perseroan yang 
ditawarkan kepada pihak terbatas sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran; 

(40) Penunjukan Langsung Mitra Bisnis adalah cara pengadaan barang/jasa Bisnis 
Perseroan yang dilakukan melalui metode Pembelian Langsung atau Pemesanan 
Pembelian kepada 1 (satu) Mitra Bisnis. 

( 41) Pembelian Langsung adalah metode Penunjukan Langsung kepada Mitra Bisnis yang 
dilakukan dengan cara membeli langsung kepada Penyedia Retail; 
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(42) Pemesanan Pembelian adalah metode Penunjukan Langsung kepada Mitra Bisnis 
yang dilakukan dengan cara memesan langsung kepada Mitra Bisnis; 

( 43) Kerjasama Langsung adalah cara pengadaan barang/jasa Bisnis Perseroan yang 
dilakukan dengan membandingkan paling sedikit 2 (dua) BUMN, Anak perusahaan 
BUMN, dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN. 

(44) Uji Tuntas atau due dilligence adalah bagian dari proses evaluasi penawaran yang 
dilaksanakan dalam rangka pembuktian kualitas kemampuan dan kompetensi teknis 
Penyedia; 

( 45) Reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang; 

(46) Kontrak adalah adalah bentuk kesepakatan antara Perseroan dengan Penyedia; 

(47) Kontrak Payung adalah kontrak yang berlaku pada periode tertentu dengan harga 
tertentu namun volume pekerjaan bersifat sementara dan pembayaran akan 
dilakukan sesuai dengan pesanan; 

(48) Repeat Order adalah pengadaan barang/jasa berulang kepada Penyedia 
sebelumnya sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak 
mengorbankan kualitas barang/jasa; 

(49) Total cost of ownership yang selanjutnya disingkat TCO adalah biaya perolehan 
termasuk biaya langsung dan biaya tidak langsung selama jangka waktu 
operasijumur ekonomis yang dikonversikan ke dalam harga sekarang (present 
value); 

(50) Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Penyedia berupa larangan 
mengikuti proses pengadaan barang/jasa di Perseroan selama jangka waktu 
tertentu; 

(51) Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak 
melakukan perbuatan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan 
barang/jasa; 

(52) Standar Operasi Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen petunjuk 
teknis yang diatur secara rinci tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 
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PASAL 3 
RUANG LINGKUP 

(1) Pernberlakuan Pedoman ini meliputi: 
a. Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran Perseroan; 
b. Pengadaan barang/jasa yang berasal dari kebutuhan Pemberi Kerja. 

(2) Ruang Lingkup Pedoman ini terdiri atas : 
a. Organisasi Pengadaan; 
b. Perencanaan Pengadaan; 
c. Pelaksanaan Pengadaan; 
d. Pengelolaan Kontrak; dan 
e. Ketentuan Lain-lain. 

PASAL4 
TUJUAN PENGADAAN 

Tujuan pengaturan pedoman pengadaan barang/jasa ini adalah : 
a. Menghasilkan barang dan jasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, 

dan penyedia; 
b. Mendukung penciptaan nilai tambah di Perseroan; 
c. Meningkatkan efisiensi; 
d. Menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan; 
e. Meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme; 
f. Mewujudkan pengadaan barang/jasa yang menghasilkan value for money 

dengan cara yang fleksibel dan inovatif namun tetap kompetitif, transparan, 
akuntabel dilandasi etika pengadaan yang baik; 

g. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri; 
h. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional; dan 
i. Meningkatkan sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/ atau 

Perusahaan Terafiliasi BUMN. 
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PASAL 5 
PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN 

(1) Para Pihak dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa harus menerapkan prinsip 
prinsip: 
a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan untuk mendapatkan 

hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan 
dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya 
didasarkan pada harga terendah. Khusus Pengadaan barang/jasa strategis yang 
memiliki nilai yang signifikan dapat dilakukan pendekatan total cost of 
ownership (TCO); 

b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang 
telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai 
dengan sasaran yang ditetapkan; 

c. Kompetitif, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi Penyedia yang 
memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara 
Penyedia yang setara dan memenuhi syaratjkriteria tertentu berdasarkan 
ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; 

d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan 
barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, 
hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia, sifatnya terbuka bagi peserta 
Penyedia yang berminat; 

e. Adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon 
Penyedia yang memenuhi syarat; 

f. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia 
yang memenuhi syarat; 

g. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan 
sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan. 

h. Khusus pengadaan barang/jasa Bisnis Perseroan dilakukan dengan 
memperhatikan asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, 
pertanggungjawaban, kemanfaatan, dan kewajaran, serta sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(2) Para Pihak dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika 
sebagai berikut: 
a. melaksanakan tug as secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai 

sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa; 
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b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang 
menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan 
pengadaan barang/jasa; 

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang 
berakibat persaingan usaha tidak sehat; 

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan 
sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; 

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang 
terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat 
persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/]asa; 

f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Perseroan; 
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; 
h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau 

menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada 
siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan 
barang/jasa; 

i. pihak manapun selain Organ Perseroan dilarang ikut campur dalam proses dan 
pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa Bisnis Perseroan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 

j. bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Bisnis Perseroan, 
serta menjamin bebas dari tekanan, paksaan dan campur tangan dari pihak lain. 

(3) Para Pihak harus berpedoman pada Kebijakan Pengadaan yaitu : 
a. Meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi pengadaan 

barang/jasa untuk mengoptimalkan value for money, 
b. Menyelaraskan tujuan pengadaan barang/jasa dengan pencapaian tujuan 

Perseroan; 
c. Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, kompetitif, dan 

akuntabel; 
d. Mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan produksi 

dalam negeri; 
e. Memberi kesempatan pada pelaku usaha nasional dan usaha kecil; 
f. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan 

barang/jasa; 
g. Memanfaatkan teknologi informasi; 
h. Memberikan kesempatan kepada Anak Perusahaan dan/atau sinergi antar 

BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi BUMN; 
i. Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang strategis, modern, inovatif; 

dan/atau 
j. Memperkuat pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa dan pengelolaan 

risiko. 

8 



( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

.) 

J 

J 

J 
;:) 

PASAL 9 
UNIT PENGADAAN 

(1) Unit Pengadaan memiliki tugas dan kewenangan meliputi: 
a. Menyusun strategi pengadaan untuk Pengadaan barang/jasa Internal Perseroan 

atau Bisnis Perseroan; 
b. Mengelola informasi data Penyedia atau Mitra Bisnis dalam Daftar Penyedia 

Perseroan (DPP); 
c. Mengelola Aplikasi Pengadaan Secara Elektronik; 
d. Memberikan konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; 
e. Melakukan Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung sesuai tingkatan 

kewenangan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pedoman ini; 
a. Melakukan Pemesanan Pembelian sesuai tingkatan kewenangan sebagaimana 

tercantum pada Lampiran I Pedoman ini; 
f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Berwenang yang berkaitan 

dengan pengadaan barang/jasa. 

(2) Personil pada Unit Pengadaan memenuhi persyaratan: 
a. Memiliki integritas, disiplin dan bertanggung-jawab dalam melaksanakan tugas; 
b. Memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa; 
c. Memahami Pedoman dan SOP pengadaan barang/jasa; dan 
d. Menandatangani pakta integritas. 

PASAL 10 
PANITIA PENGADAAN 

(1) Panitia Pengadaan berjumlah minimal 3 (tiga) orang yang terdiri dari Personil yang 
berasal dari Unit Pengadaan dan Pengguna. 
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(2) Panitia Pengadaan memiliki tugas dan kewenangan meliputi: 
a. Melaksanakan Tender Terbatas; dan 
b. Mengusulkan Penyedia yang akan ditetapkan sebagai Pemenang kepada Pejabat 

Berwenang. 

(3) Panitia Pengadaan memenuhi persyaratan: 
a. Memiliki integritas, disiplin dan bertanggung-jawab dalam melaksanakan tugas; 
b. Memiliki sertifikat pelatihan atau keahlian pengadaan barang/jasa; 
c. Memahami aspek teknis sesuai barangjasa yang diadakan; 
d. Memahami pedoman dan SOP pengadaan barang/jasa; dan 
e. Menandatangani pakta integritas. 

PASAL 11 
TIM COUNTERPART 

(1) Tim Counterpattdapat terdiri dari: 
a. Personil Perseroan; dan/atau 
b. Tenaga Ahli Teknis/Konsultan. 

(2) Tim Counterpattmemiliki tugas dan kewenangan yang meliputi: 
a. Melakukan pengawasan pelaksanaan kontrak; 
b. Memberikan bantuan teknis selama proses pengadaan; 
c. Melakukan penerimaan barang/jasa sesuai kontrak; atau 
d. Memberikan penilaian kinerja Penyedia. 

PASAL 12 
PELAKSANA SWAKELOLA 

(1) Pelaksana Swakelola dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Internal 
Perseroan yang terdiri dari: 
a. Personil Perseroan; dan/atau 
b. Tenaga Ahli Teknis/Konsultan. 

(2) Pelaksana Swakelola memiliki tugas dan kewenangan yang meliputi: 
a. Melakukan perencanaan swakelola; 
b. Melaksanakan swakelola; dan 
c. Melakukan pengawasan swakelola . 
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PASAL13 
PEMBERI KERJA 

(1) Pemberi Kerja dalam Pengadaan barang/jasa Bisnis Perseroan dapat terdiri dari: 
a. Instansi Pemerintah; 
b. Badan Layanan Umum; 
c. BUMN; 
d. Anak Perusahaan BUMN; 
e. Perusahaan Terafiliasi BUMN; atau 
f. Swasta. 

(2) Pemberi Kerja melakukan pemesanan barang/jasa kepada Perseroan berdasarkan 
bisnis produk atau layanan yang sesuai dengan bidang usaha Perseroan. 

(3) Pemberi Kerja menetapkan spesifikasi kebutuhan barang/jasa yang menjadi acuan 
bagi Perseroan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa. 

(4) Pemberi Kerja dapat memberikan kesempatan kepada Perseroan untuk bekerjasama 
dengan Mitra Bisnis dalam melaksanakan Pengadaan barang/jasa Bisnis Perseroan. 

PASAL 14 
PENYEDIA 

(1) Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(2) Daftar Penyedia, data kualifikasi, dan Kinerja Penyedia tercantum dalam Daftar 
Penyedia Perseroan (DPP); 

(3) Penyedia memiliki tanggungjawab untuk: 
.... a . mematuhi Pakta Integritas; 

b. memenuhi kualitas barang/jasa yang tercantum dalam bukti kontrak; 
c. memperhatikan ketepatan perhitungan jumlah atau volume; 

.) d. memperhatikan ketepatan waktu penyerahan; dan 

.J e . memperhatikan ketepatan tempat penyerahan. 

J (4) Khusus Penyedia Jasa Konsultansi dapat berbentuk Konsultan Badan Usaha atau 

J 
Konsultan Perorangan; 

J (5) Tatacara Pendaftaran Penyedia akan diatur lebih lanjut melalui SOP atau Aplikasi 
Pengadaan Secara Elektronik. 
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PASAL 15 
MITRA BISNIS 

(1) Mitra Bisnis wajib memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan sebagai 
Penyedia dalam hal melaksanakan pengadaan barang/jasa Bisnis Perseroan. 

(2) Mitra Bisnis dapat tercantum dalam Oaftar Penyedia Perseroan (OPP). 

(3) Mitra Bisnis memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa 
Bisnis Perseroan berdasarkan kesepakatan. 

(4) Tatacara Pendaftaran Mitra Bisnis mengikuti ketentuan tatacara pendaftaran 
Penyedia. 

PASAL 16 
DAFTAR PENYEDIA PERSEROAN 

(1) Setiap Penyedia atau Mitra Bisnis wajib mengikuti tahapan prosedur pendaftaran 
yang meliputi kegiatan registrasi, klasifikasi, dan pemenuhan kualifikasi yang 
selanjutnya dimasukan ke dalam Oaftar Penyedia Perseroan (OPP). 

(2) OPP dikelola oleh Unit Pengadaan yang selanjutnya akan dilakukan Penilaian Kinerja 
secara periodik berdasarkan masukan dari Pengguna. 

(3) Kriteria Penilaian Kinerja Penyedia atau Mitra Bisnis dapat terdiri dari: 
a. Kualitas hasil pekerjaan; 
b. Kecepatan penyelesaian pekerjaan; 
c. Interaksi selama pelaksanaan pekerjaan; 

(5) Tatacara Penilaian Kinerja Penyedia atau Mitra Bisnis akan diatur lebih lanjut melalui 
SOP atau Aplikasi Pengadaan Secara Elektronik . 
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BAB III 
PERENCANAAN PENGADAAN 

PASAL 17 
JENIS DAN KATEGORI PENGADAAN 

(1) Jenis pengadaan barang/jasa meliputi : 
a. Barang; 
b. Pekerjaan Konstruksi; 
c. Jasa Lainnya; 
d. Jasa Konsultansi. 

(2) Pengadaan barang/jasa dapat dikategorikan berdasarkan: 
a. Pengadaan barang/jasa Internal Perseroan; atau 
b. Pengadaan barang/jasa Bisnis Perseroan. 

(3) Dalam hal meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari Pengadaan barang/jasa 
Internal Perseroan atau Bisnis Perseroan, maka Unit Pengadaan dapat melakukan 
kategorisasi melalui pengelompokkan barang/jasa berdasarkan karakteristik 
barang/jasa sejenis. 

PASAL 18 
PENGADAAN BARANG/JASA INTERNAL PERSEROAN 

(1) Pengadaan barang/jasa internal Perseroan dapat dilaksanakan melalui: 
a. Penyedia; atau 
b. Swakelola. 

(2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Internal Perseroan dimulai dari penyusunan 
Rencana Pengadaan yang mengacu kepada Rencana Kerja Anggaran Perseroan . 

(3) Kegiatan perencanaan pengadaan untuk pengadaan barang/jasa Internal 
Perseroan dapat terdiri dari: 
a. identifikasi kebutuhan barang/jasa; 
b. penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB); 
c. penetapan pelaksana pengadaan melalui Penyedia atau Swakelola; dan 
d. penyusunan daftar paket pengadaan. 
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(4) Daftar paket pengadaan yang tercantum dalam Rencana Pengadaan dapat 
dilakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa dan diperbaharui secara periodik 
sesuai kebutuhan Perseroan. 

(5) Paket Pengadaan barang/jasa yang belum tercantum dalam Rencana 
Pengadaan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direksi. 

PASAL 19 
PENGADAAN BARANG/JASA BISNIS PERSEROAN 

(1) Pengadaan barang/jasa Bisnis Perseroan dapat dilaksanakan melalui: 
a. Mitra Bisnis; atau 
b. Swadaya. 

(2) Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Bisnis Perseroan dimulai dari pemesanan 
barang/jasa dari Pemberi Kerja kepada Perseroan. 

(3) Kegiatan perencanaan pengadaan untuk pengadaan barang/jasa Bisnis 
Perseroan dapat terdiri dari: 
a. penetapan pelaksana pekerjaan melalui Mitra Bisnis atau Swadaya. 
b. identifikasi kebutuhan barang/jasa Pemberi Kerja; 
c. penyusunan rencana anggaran biaya (RAB); dan 
d. penyusunan penawaran harga/biaya pekerjaan. 

( 4) Tatacara pengadaan barang/jasa untuk Bisnis Perseroan akan diatur lebih 
lanjut dalam SOP. 

PASAL 20 
SPESIFIKASI 

(1) Spesifikasi dapat disusun dengan mengacu kepada: 
a. Standar nasional/internasional atau standar pabrikan tertentu; 
b. Penyebutan merk, tipe atau jenis barang/jasa yang sesuai kebutuhan 

Perseroan atau Pemberi Kerja; 
c. Brosur informasi spesifikasi dari Penyedia/Mitra Bisnis; 
d. Spesifikasi berdasarkan fungsi atau kinerja; dan/atau 
e. Sumber informasi lain yang relevan. 

16 



( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

(2) Spesifikasi dapat disusun berdasarkan rincian detail atau berdasarkan kepada 
kinerja hasil pekerjaan. 

PASAL 21 
KERANGKA ACUAN KERJA 

(1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan uraian secara rinci mengenai persyaratan, 
kualitas, dan kinerja barang/jasa yang dibutuhkan untuk menjamin pencapaian 
kebutuhan secara optimal. 

( (2) KAK dapat berisi antara lain: 
a. latar belakang; 
b. maksud dan tujuan; 

( c. lingkup pekerjaan; 
d. kualifikasi penyedia; 

( e. jangka waktu dan lokasi pelaksanaan pekerjaan; 
f. rencana anggaran biaya; dan 
g. persyaratan khusus lainnya. 

( 

(3) KAK dapat disertai dengan gambar atau desain detail. 

PASAL 22 
HARGA PERKIRAAN SENDIRI 

L 

.) 

.) 

J 
J 

(1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan untuk Pengadaan barang/jasa Internal 
Perseroan yang dikalkulasikan oleh Pengguna berdasarkan keahlian dan 
menggunakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(2) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia; 

(3) HPS digunakan sebagai: 
a. alat mengukur kewajaran harga; 
b. batas penawaran tertinggi secara keseluruhan; 
c. dasar untuk negosiasi; 
d. acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan pelaksanaan. 
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(4) Pengadaan barang/jasa bersifat khusus yang hanya terdapat 1 (satu) Prinsipal / 
Penyedia Tunggal / Distributor / keagenan yang ditunjuk, maka penawaran 
harganya ditetapkan sebagai HPS. 

(5) Pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui Pengadaan Langsung, maka harga 
pasar atau harga yang tertayang pada e-Marketplace ditetapkan sebagai HPS. 

(6) Pengadaan barang/jasa tertentu yang tidak memiliki harga pasar, maka pagu 
anggaran ditetapkan sebagai HPS. 

(7) HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea masuk, pajak 
pajak dalam rangka impor dan bea lainnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan 
perundang-undangan. 

(8) HPS tidak dapat dijadikan dasar : 
a. untuk menghitung kerugian keuangan Perseroan; 
b. acuan indikasi mark-up atau persekongkolan karena adanya perbedaan strategi 

penetapan harga (strategy pr.ting) yang diberikan oleh satu Penyedia dengan 
Penyedia yang lain. 

(9) Tatacara penyusunan HPS akan diatur lebih lanjut melalui SOP. 

PASAL 23 
JENIS KONTRAK 

(1) Pengguna atau Unit Pengadaan dapat menetapkan Jenis Kontrak. 

(2) Jenis kontrak khusus untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
terdiri atas: 
a. Kontrak Lumsum; 
b. Kontrak Harga Satuan; 
c. Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan; 
d. Kontrak Terima Jadi ( Turn Ken; atau 
e. Kontrak Payung; 

(3) Jenis kontrak khusus untuk Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas: 
a. Kontrak Lumsum; 
b. Kontrak Waktu Penugasan ( Tlme Based); atau 
c. Kontrak Payung. 
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(4) Kontrak Lumsum merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah 
harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan: 
a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia/Mitra Bisnis; 
b. berorientasi kepada keluaran ( Output Based); 
c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai 

dengan Kontrak. 

(5) Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk 
setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas 
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan 
ketentuan: 
a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak 

ditandatangani; 
b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume 

pekerjaan; dan 
c. nilai total kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. 

(6) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan merupakan kontrak gabungan 
Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan. 

(7) Kontrak Terima Jadi ( Turnkei'J merupakan kontrak Pekerjaan Konstruksi atas 
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan: 
a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan 
b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam 

kontrak. 

(8) Kontrak Payung merupakan kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu 
untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu 
pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani dengan ketentuan: 
a. menjamin ketersediaan barang/jasa yang sifat kebutuhannya berulang; 
b. dilakukan melalui kontrak dengan 1 (satu) Penyedia/Mitra Bisnis atau lebih dari 

1 (satu) Penyedia/Mitra Bisnis; 
c. dilakukan melalui kontrak dengan Prinsipal/Distributor sesuai harga (price list) 

yang berlaku di pasaran; atau 
d. pembayaran dilakukan sesuai persyaratan dalam Surat Pesanan. 
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(9) Kontrak Waktu Penugasan ( Time Based) merupakan kontrak Jasa Konsultansi untuk 
pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau 
waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan. 

(10) Kontrak Jangka Panjang dapat dilakukan antara lain untuk: 
a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 

1 (satu) tahun anggaran; 
b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka 

waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun 
anggaran; 

c. pekerjaan yang memerlukan investasi jangka panjang; atau 
d. pekerjaan rutin yang harus tersedia di awal tahun. 

(11) Dalam pelaksanaan Kontrak Jangka Panjang sebagaimana ayat (10), apabila 
diperlukan Pejabat Berwenang dapat membuat formula penyesuaian harga tertentu 
(price adjustment') baik untuk kenaikan maupun penurunan yang disesuaikan 
dengan kondisi pasar dan best practices yang berlaku. 

PASAL 24 
BUKTI KONTRAK 

(1) Bukti Kontrak untuk Pengadaan barang/jasa Internal Perseroan atau Bisnis 
Perseroan dapat menggunakan antara lain: 
a. Bukti Pembelian; 
b. Bukti Pembayaran; 
c. Surat Pesanan; 
d. Surat Perintah Kerja (SPK); atau 
e. Surat Perjanjian. 

(2) Bukti kontrak untuk Pengadaan barang/jasa Internal Perseroan yang dilakukan 
melalui Pengadaan Langsung dapat menggunakan antara lain: 
a. Bukti pembelian; 
b. Kuitansi bermeterai; 
c. Surat Pesanan; atau 
d. Surat Perintah Kerja (SPK). 
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(3) Bukti kontrak untuk Pengadaan barang/jasa Internal Perseroan yang dilakukan 
melalui Penunjukan Langsung dan Tender Terbatas dapat menggunakan antara lain: 
a. Surat Pesanan; 
b. Surat Perintah Kerja (SPK); atau 
c. Surat Perjanjian. 

(4) Pemilihan bukti kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat 
mempertimbangkan kebutuhan pengaturan hak dan kewajiban yang lebih rinci serta 
tingkat kompleksitas pekerjaan. 

(5) Pemilihan bukti kontrak untuk Pengadaan barang/jasa Bisnis Perseroan mengikuti 
ketentuan bukti kontrak dari Pemberi Kerja. 

PASAL 25 
REPEAT ORDER 

(1) Dalam hal Pengadaan barang/jasa Internal Perseroan atau Bisnis Perseroan, 
Pengguna dapat mengusulkan kepada Pejabat Berwenang untuk menetapkan 
Repeat order kepada Penyedia atau Mitra Bisnis yang sama sebelumnya dengan 
ketentuan: 
a. Kebutuhan barang/jasa yang berkelanjutan; 
b. Memiliki kinerja baik berdasarkan penilaian Pengguna; 
c. Ruang lingkup pekerjaan sejenis dengan pekerjaan sebelumnya; dan 
d. Tidak ada pengurangan kualitas barang/jasa. 

(2) Tatacara Repeat Orderakan diatur lebih lanjut melalui SOP. 

PASAL 26 
JAMINAN PENGADAAN 

(1) Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untuk Pengadaan barang/jasa Internal 
Perseroan dengan nilai diatas RpS00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berupa 
bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank Umum. 
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(2) Jaminan Pelaksanaan yang diberikan oleh Penyedia minimal sebesar 5% dari nilai 
kontrak dan diserahkan kepada Bagian Keuangan dengan masa berlaku sekurang 
kurangnya sesuai masa berlaku Kontrak. 

(3) Jaminan uang muka dan besaran uang muka akan diatur lebih lanjut dalam Bukti 
Kontrak berdasarkan kesepakatan. 

(4) Jaminan Pemeliharaan diberlakukan sesuai dengan jenis barang/jasa yang 
membutuhkan masa pemeliharaan dan akan diatur lebih lanjut dalam Bukti Kontrak 
berdasarkan kesepakatan. 

PASAL 27 
DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA 

(1) Panitia Pengadaan menyusun Dokumen Pemilihan Penyedia sesuai dengan Cara 
Pengadaan Barang/Jasa. 

(2) Dokumen Pemilihan Penyedia merupakan pedoman bagi Panitia Pengadaan dalam 
melaksanakan proses pemilihan Penyedia dan pedoman bagi Penyedia dalam 
menyampaikan dokumen penawaran. 

BAB IV 
PELAKSANAAN PENGADAAN 

PASAL 28 
PELAKSANAAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 

(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui Aplikasi Pengadaan 
Secara Elektronik yang dikembangkan oleh Perseroan. 

(2) Aplikasi Pengadaan Secara elektronik dapat diintegrasikan dengan e-Marketplace 
yang dikembangkan oleh Perseroan atau menggunakan e-Marketplace yang 
dikembangkan oleh Pihak lain. 

22 



r 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

PASAL 31 
PENUNJUKAN LANGSUNG 

(1) Penunjukan Langsung untuk Pengadaan barang/jasa Internal Perseroan dapat 
dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: 
a. Penunjukan melalui beautycontestoleh Pengguna; atau 
b. Penunjukan kepada 1 (satu) Penyedia. 

(2) Penunjukan melalui beauty contest oleh Pengguna dilaksanakan dalam hal 
barang/jasa yang dibutuhkan setelah survei pasar sekurang-kurangnya dapat 
disediakan oleh 2 (dua) Penyedia. 

(3) Penunjukan kepada 1 (satu) Penyedia dilaksanakan dalam hal barang/jasa yang 
dibutuhkan: 
a. memiliki karakteristik/spesifikasi khusus, portfolio, reputasi atau rekam jejak 

teruji yang hanya disediakan oleh 1 (satu) Penyedia; atau 
b. Keadaan Tertentu. 

(4) Kriteria barang/jasa yang dibutuhkan karena memiliki karakteristik/spesifikasi 
khusus, portfolio, reputasi, atau rekam jejak teruji yang disediakan oleh 1 (satu) 
Penyedia meliputi: 
a. Anak Perusahaan Perseroan; 
b. Perusahaan Terafiliasi Perseroan; 
c. Perusahaan Patungan Perseroan; 
d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 
e. Anak Perusahaan BUMN; 
f. Prinsipal / Penyedia Tunggal I Distributor I keagenan yang ditunjuk; 
g. Pemegang Hak Paten atau Hak Atas Kepemilikan Intelektual (HAKI); 
h. Jasa Profesi atau Jasa Konsultansi yang memiliki kompetensi khusus; 
i. Konsultan Hukurn / Pengacara / Notaris; 
j. Diklat / Training / Seminar/ Kursus; 
k, Peralatan khusus untuk menunjang keselamatan pelayaran dan operasional 

Kapal yang bersifat spesifik dan hanya dapat dipenuhi oleh Penyedia tertentu 
yang ditetapkan oleh Pengguna; 

I. Barang/jasa yang bersifat pengetahuan yang berkelanjutan (sustainable 
knowledge) dari Penyedia baik pada saat penggunaan atau pemeliharaan 
barang/jasa tersebut; 

m. Barang/jasa yang memiliki pertimbangan teknis dan ditetapkan oleh Pengguna. 
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(5) Kriteria barang/jasa yang dibutuhkan karena Keadaan Tertentu dapat meliputi: 
a. Pekerjaan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi berhubungan dengan operasional 

Perseroan; 
b. Keadaan sangat segera yang dapat mengganggu pelayanan Perseroan atau 

membahayakan masyarakat; 
c. Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki justifikasi secara teknis yang dapat 

dipertanggungjawabkan; 
d. Pekerjaan Darurat/Mendesak untuk keamanan, keselamatan dan aset strategis 

Perseroan; 
e. Penanganan Darurat akibat bencana alam; 
f. Kebutuhan barang/jasa yang berkelanjutan sepanjang barang/jasa 

menguntungkan dengan tidak mengurangi kualitas barang/jasa; 
g. Pengadaan barang/jasa yang berasal dari Penugasan PT PELNI (Persero); 
h. Pengadaan barang/jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan 

dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; atau 
i. Pekerjaan yang belum diselesaikan akibat terjadi pemutusan Kontrak dengan 

Penyedia, maka pekerjaan tersebut dapat dilanjutkan oleh Penyedia dengan 
urutan pemenang berikutnya. 

(6) Evaluasi dokumen penawaran dalam proses Penunjukan Langsung dapat 
dilaksanakan melalui Uji Tuntas ( due dil!igence). 

(7) Tatacara Penunjukan Langsung akan diatur lebih lanjut melalui SOP. 

(8) Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan melalui Aplikasi Pengadaan Secara 
Elektronik. 

PASAL 32 
TENDER TERBATAS 

(2) Tender Terbatas dilaksanakan untuk Pengadaan barang/jasa Internal Perseroan 
yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 
a. Memiliki batasan nilai pengadaan barang/jasa sesuai tingkatan kewenangan 

sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pedoman ini; 
b. Peserta Tender terdaftar pada Daftar Penyedia Perseroan (DPP); atau 
c. Peserta Tender adalah BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi 

BUMN yang memiliki kualifikasi yang sama. 
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(3) Tender Terbatas menggunakan metode evaluasi penawaran: 
a. Sistem Harga Terendah; atau 
b. Sistem Harga Terendah dengan ambang batas nilai teknis (passing grade); atau 
c. Sistem Nilai dengan ambang batas nilai teknis (passing grade) yang pembobotan 

nilainya terdiri dari besaran bobot teknis antara 60% sampai dengan 70% dan 
besaran bobot harga antara 30% sampai dengan 40%. 

(4) Evaluasi dokumen penawaran dalam proses Tender Terbatas dapat dilaksanakan 
melalui Uji Tuntas (due dilligence). 

(5) Evaluasi harga pada metode evaluasi penawaran Sistem Nilai dapat menggunakan 
perhitungan Total Cost of Ownership (TCO). 

(6) Tatacara Tender Terbatas akan diatur lebih lanjut melalui SOP. 

(7) Tender Terbatas dapat dilaksanakan melalui Aplikasi Pengadaan Secara Elektronik. 

PASAL 33 
PENUNJUKAN LANGSUNG MITRA BISNIS 

(1) Penunjukan Langsung Mitra Bisnis dilaksanakan dengan cara : 
a. Pembelian Langsung; atau 
b. Pemesanan Pembelian. 

(2) Pembelian Langsung dilakukan oleh Pengguna melalui Penyedia Retail sesuai 
tingkatan kewenangan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pedoman ini; 

(3) Pemesanan Pembelian dilakukan oleh Unit Pengadaan melalui Mitra Bisnis yang 
terdaftar dalam DPP, sesuai tingkatan kewenangan sebagaimana tercantum pada 
Lampiran I Pedoman lnl: 

(4) Dalam hal Pemesanan Pembelian termasuk jenis pesanan berulang melalui Kontrak 
Payung, maka Unit Pengadaan dapat melakukan Repeat Order setelah 
mendapatkan persetujuan Pengguna; 

(5) Tatacara Pembelian Langsung dan Pemesanan Pembelian akan diatur lebih lanjut 
melalui SOP. 
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(6) Pembelian Langsung dan Pemesanan Pembelian dapat dilaksanakan melalui Aplikasi 
Pengadaan Secara Elektronik. 

PASAL 34 
KERJASAMA LANGSUNG 

(1) Mitra Bisnis dalam Keljasama Langsung adalah BUMN, Anak perusahaan BUMN, 
dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN. 

(2) Keljasama Langsung dilakukan dengan cara membandingkan paling sedikit 2 (dua) 
BUMN, Anak perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan terafiliasi BUMN. 

(3) Keljasama Langsung dilaksanakan oleh Unit Pengadaan sesuai tingkatan 
kewenangan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pedoman ini; 

(4) Tatacara Keljasama Langsung akan diatur lebih lanjut melalui SOP. 

(5) Pemilihan Mitra Bisnis dalam Keljasama Langsung dapat dilaksanakan melalui 
Aplikasi Pengadaan Secara Elektronik. 

PASAL35 
UJI TUNTAS (DUE DILIGENCE) 

(1) Uji Tuntas (due dilligence) dilaksanakan melalui klarifikasijverifikasi langsung yang 
lebih detail dan komprehensif terhadap penawaran yang disampaikan oleh Penyedia 
atau Mitra Bisnis. 

(2) Uji Tuntas (due dilligence) dapat dilaksanakan melalui: 
a. Verifikasi dokumen penawaran asli; 
b. Verifikasi dokumen legalitas Mitra Bisnis terkait dengan kompetensi atau bidang 

usaha pada keljasama terkait; 
c. Pemeriksaan peralatan dan bahan; 
d. Pengujian kemampuan teknis tenaga ahli atau personil; 
e. Kunjungan ke lokasi Pabrikan; 
f. Kunjungan ke lokasi kantor Penyedia atau Mitra Bisnis; 
g. Konfirmasi kebenaran referensi pengalaman Penyedia atau Mitra Bisnis; 
h. Pemeriksaan kemampuan keuangan Penyedia atau Mitra Bisnis; 
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i. Evaluasi rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja saat pelaksanaan pekerjaan; 
dan/atau 

j. Memiliki komitmen anti korupsi dan gratifikasi. 

(3) Kesimpulan hasil Uji Tuntas ( due dilligence) dapat menentukan hasil akhir evaluasi 
penawaran Penyedia atau Mitra Bisnis. 

PASAL 36 
PEMILIHAN PENYEDIA GAGAL DAN TINDAK LANJUTNYA 

(1) Pemilihan Penyedia dapat dinyatakan Gaga! apabila memenuhi salahsatu kondisi 
sebagai berikut: 
a. Tidak ada Penyedia yang memasukan penawaran; 
b. Tidak ada Penyedia yang Julus evaluasi penawaran; 
c. Seluruh penawaran harga dari Penyedia diatas HPS; 
d. Pelaksanaan Tender Terbatas tidak sesuai ketentuan Dokumen Pemilihan; 
e. Terdapat sanggahan yang dinyatakan benar; 
f. Perubahan kebutuhan barang/jasa berdasarkan pertimbangan teknis; 
g. Terjadi benturan kepentingan atau adanya indikasi kuat terjadi Kolusi, Korupsi, 

Nepotisme (KKN); atau 
h. Terjadi keadaan kahar. 

(2) Pemilihan Penyedia dinyatakan Gaga! oleh Panitia Pengadaan, kecuali Penyebab 
kegagalan disebabkan oleh terjadinya KKN maka Pemilihan Penyedia dinyatakan 
Gagal oleh Pejabat Berwenang; 

(3) Unit Pengadaan melakukan evaluasi terhadap penyebab Pemilihan Penyedia Gagal 
serta menetapkan tindak lanjutnya; 

( 4) llndak Janjut Pemilihan Penyedia Gaga! dapat dilakukan dengan cara: 
a. Mengumumkan ulang pengadaan; 
b. Memperpanjang jadwal pemasukan penawaran; 
c. Melakukan evaluasi penawaran ulang; 
d. Menghentikan proses pengadaan; atau 
e. Dalam hal Pemilihan Penyedia Ulang Gaga! dan kebutuhan barang/jasa tidak 

dapat ditunda maka Panitia Pengadaan dapat melakukan proses Penunjukan 
Langsung kepada Penyedia yang memenuhi kualifikasi atas persetujuan Pejabat 
Berwenang. 
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(5) Perseroan tidak memberikan ganti rugi apapun kepada Penyedia apabila Pemilihan 
Penyedia dinyatakan Gaga!. 

PASAL 37 
SWAKELOLA 

(1) Swakelola dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa Internal Perseroan oleh 
Pelaksana Swakelola. 

(2) Swakelola dilaksanakan untuk barang/jasa yang memenuhi kriteria: 
a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya 

Perseroan; 
b. Barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau sifatnya tidak diminati 

oleh Penyedia; 
c. Barang/jasa yang dihasilkan oleh Perseroan; 
d. Keadaan sangat segera yang dapat mengganggu pelayanan Perseroan atau 

membahayakan masyarakat; 
e. Pekerjaan Darurat/Mendesak akibat Keadaan Kahar; 
f. Penyelenggaraan riset dan pengembangan, pendidikan/pelatihan, kursus, 

seminar, lokakarya atau penyuluhan; 
g. Pekerjaan yang memerlukan partisipasi masyarakat; atau 
h. Barang/jasa yang dihasilkan oleh masyarakat; 

(3) Pelaksana Swakelola ditetapkan melalui Surat Perintah Tugas dari Direktur Utama. 

BABV 
PENGELOLAAN KONTRAK 

PASAL38 
PENANDATANGANAN KONTRAK 

(1) Dalam hal Pengadaan barang/jasa Internal Perseroan atau Bisnis Perseroan, 
penyempurnaan Kontrak dapat dilakukan sebelum penandatanganan kontrak 
bersama Penyedia atau Mitra Bisnis. 
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(2) Pejabat Berwenang menandatangani Kontrak sesuai dengan Tingkatan 
Kewenangan. 

(3) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia atau Mitra 
Bisnis adalah Direksi atau pihak berdasarkan kewenangan yang diatur Penyedia. 

PASAL 39 
PERUBAHAN KONTRAK 

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan 
dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, maka Perubahan Kontrak dapat 
dilakukan meliputi: 
a. Menambah dan/atau mengurangi volume pekerjaan; 
b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; 
c. Mengubah metode atau tatacara pembayaran; 
d. Mengubah spesifikasi sesuai dengan kebutuhan; dan 
e. Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. 

(2) Perubahan Kontrak untuk Pengadaan barang/jasa Internal Perseroan berlaku 
ketentuan sebagai berikut : 
a. Perubahan Kontrak dituangkan dalam Adendum Kontrak yang ditandatangani 

oleh Para Pihak; 
b. Perubahan nilai Kontrak dapat dilaksanakan dengan ketentuan tidak melebihi 

10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal; 
c. Perubahan nilai Kontrak yang dilaksanakan melebihi 10% (sepuluh persen) dari 

harga yang tercantum dalam Kontrak awal akan dituangkan dalam Kontrak baru. 

(3) Perubahan Kontrak untuk Pengadaan barang/jasa Bisnis Perseroan mengikuti 
ketentuan dan persyaratan Kontrak dari Pemberi Kerja; 

(4) Perubahan Kontrak dengan jenis Kontrak Payung berlaku ketentuan Adendum 
Kontrak Payung setelah mendapat persetujuan Pejabat Berwenang. 
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PASAL40 
LARANGAN MENGALIHKAN PEKERJAAN 

Penyedia atau Mitra Bisnis dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama dengan 
melakukan subkontrak kepada Pihak Lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada 
Penyedia Spesialis atau Mitra Bisnis Spesialis setelah mendapat persetujuan secara 
tertulis dari Pejabat Berwenang. 

PASAL41 
DENDA KETERLAMBATAN 

(1) Penyedia atau Mitra Bisnis yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka 
waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan atau kelalaian, 
dapat dikenakan denda keterlambatan pada setiap hari keterlambatan yang dihitung 
sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total nilai Kontrak atau dari bagian nilai Kontrak 
yang belum diserahterimakan. 

(2) Besaran denda keterlambatan yang dikenakan setinggi-tingginya diatur dalam 
Kontrak. 

PASAL42 
PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN 

(1) Pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia atau Mitra Bisnis dapat dilakukan 
dalam bentuk: 
a. Pembayaran bulanan; 
b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau 
c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan. 

(2) Pembayaran prestasi pekerjaan disesuaikan dengan prestasi pekerjaan yang telah 
diselesaikan oleh Penyedia atau Mitra Bisnis. 

PASAL43 
KEADAAN KAHAR 

(1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan 
tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam 
Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 
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(2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia atau Mitra Bisnis memberitahukan 
tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Berwenang secara tertulis dalam 
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, 
dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh 
pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh 
perbuatan atau kelalaian para pihak. 

(4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan 
Kahar tidak dikenakan sanksi. 

(5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang 
dituangkan dalam perubahan Kontrak. 

PASAL 44 
PENGHENTIAN KONTRAK 

(1) Penghentian kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan Pejabat Berwenang 
bersama Penyedia atau Mitra Bisnis akibat terjadinya Keadaan Kahar. 

(2) Penghentian kontrak dapat bersifat: 
a. Sementara hingga Keadaan Kahar berakhir, apabila akibat Keadaan Kahar masih 

memungkinkan dilanjutkan atau diselesaikannya pekerjaan; atau 
b. Permanen, apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan atau 

diselesaikannya pekerjaan. 

(3) Penghentian kontrak yang bersifat sementara akan diberlakukan perubahan kontrak 
melalui perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kontrak sesuai dengan jangka 
waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar . 

( 4) Penghentian kontrak yang bersifat permanen akan diberlakukan pengakhiran 
kontrak dan diberikan penggantian biaya sesuai dengan prestasi atau kemajuan 
hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaaan bersama. 
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PASAL4S 
PEMUTUSAN KONTRAK 

(1) Pejabat Berwenang dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia atau Mitra 
Bisnis menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa 
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan yang disertai dengan denda keterlambatan. 

(2) Setelah Pemberian Kesempatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan 
Penyedia atau Mitra Bisnis tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka pelaksanaan 
pekerjaan sesuai Kontrak diputus secara sepihak dan Penyedia atau Mitra Bisnis 
dapat dikenakan denda dan sanksi Daftar Hitam (black lisf); 

(3) Pejabat Berwenang dapat memutus pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak secara 
sepihak apabila: 
a. Kebutuhan barang/jasa yang tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya 

masa pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak; 
b. Penyedia atau Mitra Bisnis lalai, cidera janji, wan prestasi dan/atau tidak 

memenuhi kewajibannya setelah diberikan Surat Peringatan sebanyak 2 (dua) 
kali dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 

c. Penyedia atau Mitra Bisnis terbukti melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme 
kecurangan dan/atau pemalsuan dokumen dalam proses pengadaan; 

d. Ditemukan adanya kesalahan prosedur yang bepotensi menimbulkan kerugian 
keuangan Perseroan dan/atau berpotensi menimbulkan masalah hukum; 

e. Berdasarkan penelitian Pejabat Berwenang dan Tim Counterpart, Penyedia atau 
Mitra Bisnis tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan walaupun dilakukan 
pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan; 

f. Setelah dilakukan pemberian kesempatan sejak masa berakhirnya pelaksanaan 
kontrak, Penyedia atau Mitra Bisnis tidak juga dapat menyelesaikan pekerjaan; 

g. Penyedia atau Mitra Bisnis menghentikan pekerjaan tanpa persetujuan Pejabat 
Berwenang; atau 

h. Penyedia atau Mitra Bisnis mengalihkan seluruh pelaksanaan Kontrak yang 
bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia . 

( 4) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia atau Mitra 
Bisnis, maka: 
a. Penyedia atau Mitra Bisnis dikenakan denda bilamana keterlambatan pekerjaan 

menyebabkan kerugian Perseroan; 
b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan (apabila ada); dan/atau 
c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam (black !isf). 
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(5) Dalam hal Pejabat Berwenang memutuskan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak 
secara sepihak dengan Penyedia atau Mitra Bisnis, maka sisa pekerjaan dapat 
dilanjutkan oleh Penyedia atau Mitra Bisnis lainnya yang mampu melalui proses 
negosiasi. 

PASAL46 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara Pejabat Berwenang dengan Penyedia atau 
Mitra Bisnis, maka para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut 
melalui musyawarah untuk mufakat. 

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini 
tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui alternatif 
penyelesaian sengketa melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemerintah atau 
pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

PASAL47 
SERAH TERIMA PEKERJAAN 

(1) Serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam 
kontrak dapat dilakukan berdasarkan: 

a. tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau 
b. penyelesaian seluruh pekerjaan (sekaligus). 

(2) Pejabat Berwenang melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan berdasarkan 
masukan dari Tim Counterpart, Tenaga Ahli, dan/atau Konsultan Pengawas. 

(3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan sebagaimana dimaksud ayat 
(2), maka Pejabat Berwenang memerintahkan Penyedia atau Mitra Bisnis untuk 
memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang 
disyaratkan dalam Kontrak. 
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(4) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang 
tercantum dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada 
Pejabat Serwenang untuk penyerahan pekerjaan. 

(5) Pejabat Serwenang dibantu Tim Counterpart, Tenaga Ahli, dan/atau Konsultan 
Pengawas memeriksa serta menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil 
pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak. 

(6) Kualitas hasil pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung-jawab Penyedia atau Mitra 
Sisnis, sehingga bilamana terdapat kekurangan atau cacat terhadap hasil pekerjaan, 
Penyedia atau Mitra Sisnis bertanggung-jawab untuk memperbaiki kekurangan atau 
cacat tersebut sesuai dengan ketentuan masa pemeliharaan atau garansi yang 
tercantum dalam Kontrak. 

(7) Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya, setelah dilakukan serah terima pekerjaan 
Penyedia atau Mitra Sisnis memiliki kewajiban pemeliharaan sebagai berikut: 
a. melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan 

dalam Kontrak; 
b. masa pemeliharaan paling singkat untuk konstruksi permanen yang umur fungsi 

layanannya lebih dari 10 (sepuluh) tahun selama 12 (dua belas) bulan; 
c. masa pemeliharaan paling singkat untuk konstruksi semi permanen yang umur 

fungsi layanannya diatas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun selama 6 
(enam) bulan; dan 

d. masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran. 

(8) Khusus Pengadaan Sarang, masa garansi berlaku sesuai ketentuan pabrikan atau 
kesepakatan para pihak yang tercantum dalam Kontrak. 

(9) Penyedia atau Mitra Sisnis menandatangani Serita Acara Serah Terima Akhir 
Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over;. 

(10) Penyedia atau Mitra Sisnis yang tidak menandatangani Serita Acara Serah Terima 
Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam Daftar 
Hitam (black lisf). 
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BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

PASAL48 
PENGAWASAN INTERNAL 

(1) Perseroan dapat menugaskan Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk melakukan 
pengawasan terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

(2) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dapat berupa pre-audit, probity audit, 
atau post-auditdengan ruang lingkup pengawasan meliputi: 
a. Perencanaan pengadaan; 
b. Pemilihan Penyedia atau Mitra Bisnis; 
c. Pelaksanaan kontrak; dan/atau 
d. Penilaian Kinerja Penyedia atau Mitra Bisnis. 

PASAL49 
SANKSI DAFTAR HITAM 

(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia atau Mitra Bisnis yang dapat dikenakan Sanksi 
Daftar Hitam (black list.) meliputi : 
a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi 

persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; 
b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan Penyedia atau Mitra Bisnis lain 

untuk mengatur harga penawaran; 
c. terindikasi melakukan KKN dalam proses pemilihan Penyedia atau Mitra Bisnis; 
d. mengundurkan diri pada saat proses pemilihan penyedia dengan alasan yang 

tidak dapat diterima oleh Panitia Pengadaan; 
e. mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dan/atau tidak bersedia 

menandatangani Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat 
Berwenang; 

f. tidak menyelesaikan pekerjaan atau dilakukan pemutusan Kontrak secara 
sepihak oleh Pejabat Berwenang yang disebabkan kesalahan Penyedia; atau 

g. tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan. 
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(2) Tahapan penetapan Sanksi Daftar Hitam (black lisf) kepada Penyedia dilakukan 
melalui: 
a. Pejabat Berwenang, Tim Counterpart, dan/atau Unit Pengadaan dapat 

mengusulkan pemberian Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia atau Mitra Bisnis 
berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud ayat {l); 

b. Pejabat Berwenang menetapkan Sanksi Dafter Hitam kepada Penyedia; 
c. Unit Pengadaan dapat memberitahukan kepada Penyedia atau Mitra Bisnis yang 

akan dikenakan Sanksi Daftar Hitam; 
d. Unit Pengadaan menayangkan pemberian Sanksi Daftar Hitam (black /is{) melalui 

sistem elektronik atau website Perseroan. 

(3) Sanksi Daftar Hitam yang dapat dikenakan kepada Penyedia atau Mitra Bisnis berupa 
larangan ikut serta dalam proses pengadaan selama 1 (satu) tahun dan pencairan 
Jaminan Pengadaan (apabila ada); 

PASALSO 
PELAYANAN HUKUM 

(1) Perseroan wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaksana Pengadaan dalam 
menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa. 

(2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan sejak 
proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan. 

(3) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikecualikan 
untuk Penyedia dan Agen Pengadaan. 

PASAL 51 
KETENTUAN PERALIHAN 

(1) Proses pengadaan yang telah berjalan yang menggunakan pedornen sebelumnya 
dapat diianjutkan sampai dengan Pedoman ini berlaku. 
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(2) Bilamana dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan atau kesalahan redaksional 
atau peristilahan, maka akan diperbaiki dengan semestinya tanpa mengubah 
Pedoman ini. 

(3) Dalam hal kualifikasi Personil pada Unit Pengadaan belum memiliki Sertifikat 
Pengadaan Barang/Jasa, maka dapat dipenuhi oleh Sertifikat Keikutsertaan dalam 
bimbingan teknis pengadaan barang/jasa. 

( 4) Dalam hal proses pelaksanaan pengadaan tidak dapat dilakukan secara elektronik, 
maka proses pelaksanaan pengadaan tetap dilakukan dengan mengikuti ketentuan 
pada SOP. 

PASAL 52 
PENUTUP 

Dengan ditetapkannya Pedoman ini, maka Pedoman pengadaan barang/jasa yang 
bertentangan dengan Pedoman ini dinyatakan tidak berlaku. 

Ditetapkan di : 
Pada tanggal : 

DIREKTUR UTAMA 
PT PELITA INDONESIA DJAYA 

EFFENDI 

38 
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PENDAFTARAN DAN PENILAIAN KINERJA 
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STANDAR OPERAS! PROSEDUR (SOP) 
Tanggal berlaku: Diperikn1 o&eh Disetujui oleh 

.....•.•••. 2020 
Revfsi ke: 

PENDAFTARAN PENYEDIA ATAU MITRA BISNIS 
0 

PELNI n,,.11cl!S No. Dokumen : SOP--00/ .... / .... / ... /2020 Halaman: ( .............................. ) ( ............................... ) 
PT PELITA INDONESIA DJAYA 1 / 1 

PARA PIHAK 

NO. KEGIATAN P.ENYEDIA ATAU MITRA OOTPUT WAKTU KE'Tf:RANGAN 
UNIT PEHGADAAN 

BISNIS 

Mulai 

l. UNrT PENGADAAN 
Mengundang Penyedla atau Mitra Surat Undangan clan Binsls untuk dlcantumkan dalam 1 format lsian kualiflkasi n 
Daftar Penyedla Perseroan {DPP) 

2. PENYEDIA ATAU MITRA BISNIS 
a. Memasukan data kuallfikasi 0 perusahaan berdasarbn format lslan data kuabfikasl o+J 

yang sudah dJtentukan perusahaan 

b. Menghubungl l.lnit Pengada;in untuk 
dllakukan veriflkasi dokllmen asli 

3. UNrT PENGADAAN 0 GAGAL Unit Pengadaan melakubn evaluasi 
dan Yerifikasl data perusahaan 

LULUS .. UNIT PENGADAAN 
a. Apablla lulus verlflkasl, Unit 

Pengadaan akan menerbitkan Surat Surat Keterangan o+S Keterangan Terdaftar kepada Terdaftar 
Penyedla atau Mitra Blsnis 4 

•• Memberikan penjelasan slng!Qt 
kepada Penyedla atau Mitra Bisnis 
teotang proses pengadaan di 
Perusahaan. 

{ Setesai) 
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t!iJ STANDAR OPERA.SI PROSEOUR (SOP) 
Tanggal betlaku: Dlperlksa oleh Oisetujui oleh 

••• ••H ....... 2020 
Revlsl ke: 

PENILAIAN KINERJA PENYfDIA ATAU MITRA BISNIS 0 
. 

PELNI • ......., •• No. Dokumen : SOP-00/ ... J .... / . .• /2020 Halaman: ( ... .. ........................ ) ( .................•... - .. ,) 
PT PELITA INDONESIA DlAYA "' PARA "°""4K• ..,. KtGIATAN SENJCit MAMGlk UNI\I SATUAN PE...iwAS OUTPUT WAKTU KfTERANGAN ......... .. _... PENGADA.AN INT1!RNAL 

1. PENGGUNA r¢ Melakukan pcnll.ilan ldnelja Form penilaian ldnerja 0 ?enilalan Kinelja 
Penred/a atau Mltr11 6lsn!5 Penvedla atau Mitra c!ilala.Jkan sete!ah 
berdasarl<.1n format ya,ng sudah Blsnls Penyeda ltaU Mitra 
dlteotl.lkan Bisnrs melaksanakan 

Pe�lji:im 

2. SENIOft. MANAGER PEP«iGUNA 
�A 

Menyetutui haSil pMllalan kine,ja TIOAK F'erRtl.lJUCm Form 
yangd1buat oleh Pell99Uf'li Penilaiao IGnerja "'' 

3. UNIT PENGADAAN 
a. Menerim.i hitsll peniaian klnelja dari � 

.. 
Hasil Penllaiai, Kinerja n-z - b. Me/;ikukan l<oordinasi deogan Koordl nasl de!,ga n o+3 

Satuan Perigawas Internal Satuan Peogawas 
Internal 

Apaikah diperlukan Pengawasan atau 
l'robityaudil Penilalan IGfll!rj, oleh 

� 

5atuan Penp.,was Intem31. 

4. SA TUAN PENGAWAS INTERNAL TIOAK 
Melakukan Pengaw.1san atau Probity 
Audit tertalt Peni!alan Kinerja, Hasit �wasan 1tau 0+1 Pfflyedia atau "-Ira Blsnls oleh Probity Audit - ,. UNIT PENGADAAN 

a. Menyimpiin data penilaian ldneija 
dlln mel.11<ukan pemba�f\liln pada Data Pfflilalan Kiner,a o+6 
O;Jrtar Penyedla Perseroan 5 

b. Menetapkan sistern pellghargun 
at.au sank.si tfflladap hllsrl kinelja Penqhargaan/ Sal"MSI 
Penyedla atau Mitni Ehnis 

Selesal 

- 



( STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP) 

( 

( PENGADAAN BARANG/JASA 
INTERNAL PERSEROAN 
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STANDAR OPERASI PROSEOUR (SOP) 
Tanggal ber1aku: Dipcdksa oleh Oisetujul oleh 

.... - .••.•.. 2020 

PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENOIRI (HPS) 
Revlsl kl: 

0 

PELNI ••.......:u NO. Dokumen: 9::JP-00/. .. J ... J ./2020 Halam;i,n: ( ......... - ............. - ... ) ( .... -·-···-·- .. ···--··> 
P1' PELJTA INDONESIA DJAYA 1/ I 

PARAPIHI.K 

NO. KEGIATAN mi SENIOR' PEJABAT C1UTP\IT JAN6KA WAICTU KEnRANGAN .. ...., .. <XJUHTIRPART NAN'i'CoER BERWfNANG: 
Pf�UM 

1. PENGGUNA ¢ a. Melakukan SIJM!Yl)iSilr untuk mtllCilrl data dan Data dan Jnformasl n 
lnformasl 

b. Menyvsun stanct.ir perh1tu�11 HPS berdasark.111 TtmPiate HPS "'' RAB 
c. Melakllkan l:;oordinasi dengan senior Man.tger 

Pengg,una terkait Gata dan informa:si untuk 
perhltunoan HI'S [J ,. SENIOR MANAGER PENGGUNA 
Melilkulran klordll'IISi denoan Pengguna terlcilit a.3 
data clan rntormasi \llltuk perl,lturM?n HPS 

3, PENGGUNA 
Menyuwn lfS berdasarkan J�s Pefl9cldaan Penvusuna11 HPS sesua! 

"'' ,enis pengadaan 

,. Perhit1111Qan '*'5 Penoaaun Barar,o 
memperti!1mngkan lr;omponen biayafha� : 
a. Kif'911 barang; 
b. eaya pen11iriman; 
c. Kcootungan dan b!a'(<I overhead; 
d. 9iaya instalilsl; 
e, Suku ca(ijng; 
I. 811114 ope1c1slonal; 
g. eiaya perneliharaan; atau 
h. 8iaya pelatihan. 

2. PerhllUll!Jin HPS Peb!rjaan l<onstrul<si benias.rlran 
hu,! perhltungan png dlJal;ulciln olei1 KoosuHan 
Perel'lClna dan/atau Tim CountefPiJrt yang 
memihlu l!Ompetensi teknls di bidang Pelcerjilan 
Korlstruksi, 3 

3. Pertlltungan HPS Pengadllan Jasa t.llnnya 
mempertimbangkiiln kompollen bia)ll/harga : 
a. Upah Tellll9il l<;erja; 
b. Pengvunaan Ballan I Miterial I 

Per,taun; 
c. Keuntungan dan bi1ya overhead; 
d. TraflSPOttas!; dan 
e. ilaya lain sesuai ,enis)awnya. 

4. Pemtunoan HPS PengatWn Jasa Konsultal'ISI 
menggunakan metode : 
a. met.ode perhitunoan befbilsis blaya 

tffdlri dari blaya laog5U11Q personel 
(,-.,to!); clan l»Yil 
lanosuno non personel {dJr«t 
�m/Jurs4blecost); 

b. metode perhitungan berm.Sis pasar 
d,laku!Qln denQan men'tlilndinolran 
blaya untllk menghlsilti:,n output 
pekerjaan dengan hllrg;, yang 
�rlaku di pasar; a tau 

c. �odl! perh!b.Jngan berbasls 
keahllan dilakukan dengan l!'erdlal 
blaya/harga berdawrkln �no 
Ungkup keahllan/reputasl/hak 

eli9;1usif yangd,rrilild jasa konsultan 
,. TIM a>UHTERPART TlOAK 

a. Apakah dlpertulciln verffibsi ketepatan pen)'ISunan .. 
tPS oleh Tim Count�rt1 

" b. Melakukan ..erifikilsl ketepatan penvvsunan HPS 
melalui 2 (dua) ca1c1: Hasil �rifikasi e-s 
,. AMliSa Kenyataan Harga; etau •• 
b.Anallsa l(ewajaBR Haro, 

5. Pl!NGGUNA rO Memerillsa ke!engkilpan dolwme11 penyusunan HPS ' 
Dokumen penyusunan ,., ... 

,. SENIOR MANAGER PENGGUNA cb Mengusuili.n HPS kepa,da Pen)lt>at Beiwenang Usulan HPS ,., 
7. PEJABAT BERWENANG Q Menetapkan HPS 

TIOAK Pffleti.rjuan dan ,., 
' 

penttapan HPS 

' 
j 

•. PfNGGUNA 

� 

Mengarsipkiln dolwrnen HPS 
Arsip HPS ,., 

Ko,ta .... nga,n : 
n•walo.lutr1J�pel.,klina;iri 
n ... _ • W&IU pen� pdletJMn merr,esu,b'I do'lgao �dill 
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..a STAN DAR OPERAS! PROSEDUR (SOP) 
Tanggal berlaku : Diperiksa o�h Oi5etujui oleh 

............ __ 2020 
Revisi ke: c PENGADAAN LANGSUNG OLEH PENGGUNA 

0 
PELNI ao...,n No. Doktrnen : SOP-00/ .... / ... J. .J2020 Halaman: ( ............................... ) ( ............................... ) 

PT PEUTA INDONESIA DJAYA 1/ 1 
lPAltA PIHAK• 

NO. ICEGnTAN SENIOR MANAGER PflfYEDIA RETA.ii'. OUTPUT JANGKA WAICTU KETfRANGAN .. ...._ 
PENGGUNA ATAU Pl:NVl:DL\ PA.DA' 

If-MARKETPLACE 

1, PENGGUNA i a. Mencari Penyedia Retail atau 
Penyedla baral'!Wjasa Penyedta Retail atau 

Penyedia pada e-t,\irketplace sesual " Penyedla yang ada dl 
barang/jasa yang ckbutul\kan sesuar kebl.ltuhan e-Marketplace 

b. Melakukan pernesanan barang/jasa 
SUktl Pemesanan " 

z, PENYEDIA ¢ a. Melalrukan serah telma barang,ljasa Serah Terlma barang/jasa o-z 
b. Menyerahkan buktl pembelian kepada 

Buktl Pembelian ,., .. _ .. 
3. PENGGUNA 0 Melaporkan hasll Per,gaclaan Lapc,ran Pengadaan 

Langsung kepada Senior Manager ...,_,,, 0+2 

""'"""'" 
4. SENIOR MANAGER PENGGUNA £ Mendapatkan laporan hasU Laporan Pengadaan o+J Pengadaan Langsung tart Pengguna """''""" 

Keter:ang;m: 
n "'waktu mulal pelaksanaan 
n+ ... • walttu peoteleS,3ian peker.li,,n menyesuafkan deng;,n kcndiSI 



( 

( 

r 

( 

( 

( 

( 

( 

I 

( 

( 

( 

( 

( 

\ 

) 

ii) STANOAR OPERAS! PROSEDUR (SOP) 
Tanggill berlaku: Diperiksa oleh Dlsetujul oleh 

...••••••••.. 2020 
Revisl ke: 

PENGADAAN LANGSUNG OLEH UNIT PENGADAAN 
0 

PELNI s""""'n No. Dokl.lmen: SCf>-00/ ... / ••. J. ./2020 H;tlaman: { .................... ,- ....... ) <---············-- .. ----·> 
PT PEUTA lNDONESlA OJA YA 1/' 

PARA PIHAK 

NO. KEGlATAN .. - PElABAT OUT1'VT JAf«iKAWAKTU K!TERANGAN 
UNIT Pfl'IGAO,U.� MAJClGER Bll!RWlNANG PENYEDIA 

PENGGUNA 

,. UNIT PENGADAAN rQ Mcng1.mdang J'lenyediil yang terdaftar 
Ul'ld.lngan temiasulc KAK pad.a Oaf�r Penyedla Petseroan (OPP) 
atau Spesifikasl Tekr,s ' 

,. PE NYE DIA 

4J Men)'llmpa1kan d11kumen penawaran 
sesuai )adwal Y¥1Q telah d,tenttlbn Ookumen pen;!IW;illilfl , .. 
c!alam undangan. 

,. UNIT Pl!NGADAAN 

,lg, a. Melalrukan e11a!11itsi dollumen 
peoawaran. Eva!uasl penawaran ,., 

b. Melakukan ldarifikasl tcknls dan 
l'le9()Siasi hlrga. Bcrita Acara Negosi1si 

ApaMh negosiasi hilrga 5el)ak.ilt 1, 
apabila tldaksepal:at maka da�t 
mei,gundang Pen)'1!(11a taln. 

4. SENIOR MANAGER PfNGGUNA 8 Menetima !aparan hasll Pengadaan IApooln hasll PenQadian ,., Langsung dari Unit Pengadacm .. ,....,., 
5. PEJABAT BERWENANG 

� 

Mcnerbitlr.ln buktl kontrak keo,)da &Ji.ti Konttak sesual ........ Bulcti llall:rak ,., Pedoman Peongadaan 
Ba!ilncl"Wlsa 

K•terangon: 
n " "8lrtu rn,lal pd;,bair\u1 
n+ ... • \fflru pe:,)'deW,l,n p8el"Jaa', menytSU.Jlk.Jn deng.an kood151 

- '-- -- -=--- - __ - 
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..jJ) STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP) Tanggal bertaku: Dlperiksa oteh Disetujul oleh 
.......••..•.... 2020 

PENUNJUKAN LANGSUNG OLEH PENGGUNA 
Revis/ ke: 

0 
PELNI &01...:u No. Dolnmen: SOP-00/ ... J. .. / .... /2020 Halaman: ( ...•.......................... ) ( ....... ...................... ) 

PT PEUTA INDONESIA DJAYA 1/1 
PARA PDIAK 

NO. K!GIATAN Sl!NIORf 
PEJABAT OUTPUT JANGKA WAICTU KETERANGAN 

PENGGUf<A MANAGE1!, IERw;fNANG PENYfDIA 
PENGGUIIA 

,. PENGGUNA 

� 

a. Menyusun JUStifikasi PenunJul<an Justlfikasi kepada 1 (satu) Lang sung kepada 1 (satu) Penyedra Penyedia a tau melatui n atau mela/Ui beauty contest beauty contest 

b. Menyusun ICAK, Speslfikasi dan HPS KAIC, Speslfilasi clan I-PS o+I 

,. SENIOR MANAGER PENGGUNA {b /"lembuat uslAan PenUlljulran Surat usulan o+2 "'""""' 
3. PEJABAT BERWENANG ' y9 Mefl)'etuJui usulan Penunjukan TIOAK Persetujuan Penunjukan o+3 ""'...,. """""" .. PENGGUNA 

a. Mengundang Peoyedia 0 Undangan termasuk ICAK , .. dan Spesiflkasl 
b. Memberlkan penjelasan pekeljaan, Pemberian PenJelasan apabda diperlt.*an 

s. PfNYEDIA 4J Merryampalkan clob.rnen penawaran ocamen Penawaran n+6 

e. PENGGUNA 
a. Melakukan evaluasl penawaran ¢ fvaluasl Penawaran n-s 
b. Melakukan k1arif11!ast dan negosiasi Belita Acara Klariflkasl dan 

harga clengari Penyedia - c Melaporkan hasil Penuntuican l..iijX)ran Hasil Pemmjukan 
langsung kepada Pe}abat """"'"' ,. PEJABAT BERWENANG 

� 

a, Menetapkan Penye(lla yang akan Surat Penunjukan Penyedla o+8 melaksanakan pekefjaan 
b. Menerbltllan butcti kootrak kepada Buld:I Kontlilk sesual 

Penyedia 8uktl l<Dntrak Pedoman Pengadaan 
Barana/iasa 

Keter;111gan: 
n ,. waktu m.illi pel;tksanillfl 
n1-._ • waktu penyelesa�n pekerjaan menyesualkan dengan ka1disl 
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..iJ STANDAR OPERASI PROSE DUR (SOP) Tangg11I bl!rlllku: Dlperiksa oleh Oiselujul oleh 
-•••••-HM 2020 

PENUNJUKAN LANGSUNG OLEH UNIT PENGADAAN 
Revl!;I ke: . 

0 
PELNI WMcn Na. Cowmen: 'S/Jf'-OJ{ ••. J-/ .. ,/2020 Halaman: ( ........... ................... } ( ............. ........... , ... ) 

PT Pt:UTA INDOfllESJA O)AYA 1 /I 
PAltAPIHAK 

NO. KEGIATAN SENIOR PEAi.iT UNIT OUTPUT JANGKA WAKTV KETERANCiAN 
f'eNGGUNA MANAGER HRWENANGi Pl�DUN 

PfNVl!DIA .......... 
L Pt:NGGUNA Q 1. Men)\ISUn juStifika5i Penun)Ukan Justif1kasl kepada 1 {satu) 

Langsung kl!p;,d,a 1 (satu) Pe�JI �la atau metalui " etau melalul be.il,ll'ycontest beauty«>11tffi 
b. Menyusun KAI(. Spesiflkasl cl1m MPS KAI(,. Spesi'1kasi dan HPS ,., 

2. SENIOR MANAGER PENGGUNA 

� 
Membtlat usulan Penunjul0n 
Lanpsung Surat usulan e-z 

J. PUABATBERWENANG 

�A 

Men)'ffllJUI usulan Penunjukan TIDAK Persetujuan PemtnJukan ,., �- .. t.lngsung .. UNIT P'ENGADAAN 
a. Mengundang Penvtclia 

0 Undangan wmasuk KAK , .. 
dan Spesifikasl 

b. Membtri!r:an pen�as.,n pe:�an, 
Pemberi;,n Pen�asan 1pabil11 dlperlukan 

,. PE NYE OJA Q Menyampalkan dQlwmen penawaran Oolwr'nen Penawaran ,., 
,. UNrT PENGADA.AN 

a. Melaklikan eeuesr penawaran 

9 
Ewluasi Pen.awaran ,., 

e. MelaWlan ldarifiMlsi dan negosiasl Berita Acara KlarifikaSi dan 
harga dell!)an Pcll)'ecl,a Negos!asi 

c. Melaportcan hud Perw1\juli:an Uporan Hisil PenU!IJUlian 
Llngsung kep;td, Peja�t Ulngsong 
8'rwenal!Q 

7. PEJA&AT llfRWENANG 

� 

a. Menet.plam �a yano akan S1m11t Penui,julc.ln Pen�ia "'' ITll!laksanakan peke.ljilan 
b. Henetbitkiln buktf korltrak llepada &"'I l<or!traksesual -· lllWK.ontTak Pe(ll)ll1,iln l'e119adaan 

Bilrarig/Jasa 

Keterangan : 
n • Wilktu rrulal peiaksanilil'l 
o+ .. • wllkll pen�tan pek.i!ffMl menye;u!likan deng.¥1 kcrldbl 

= =- -� -=---=---- - - - 
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NO. 

t}!) 
PELNI '°"""" 

PT PWTA INDONESIA DJAYA 

KlGIATAN 

STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP} 

PENUNJUKAN l.ANGSUNG DAL.AM ICEADMN ffRffNTU 

No. Dokumen: SOP·OO/. .. .J •.. ./ .. ./2020 

......... ISlfUORNA�GER .......... """"'-' 

T•ng;al berl,ok11; 

. ·---,2020 

tt.klNn: 

'" 
j ) ( ·- ..... _ ... , •.... -, .. -) 

KETERANGAN 

"" 

-1masape� 
p;idt buld.l kontrak 

.......... 

SMC. Acar;i pemenk�,;wi � tnilSa pek.erji.)n 
�n pitdil buktl kootrlll<. 

BellfaA,...IM'!filCilsl 
leknll dan negostasr 

"'"' 

Q i 
i 
i 
1 
l 
' i 
j 
i 
i 
' i 
i 
i 
I 
' I 
' ' i 

1. P£HGGUNA 
a.Mt�)n.llflkasl� 
�dalarnKoe1&anT� 

b. Mengusl.fl,)n� 'flll9� 
rn,:lawnalom peltzfjwn 

2, SfNIOR MANAGER PENGGVNA 
Neffl)uat U5\Mn ...,,,....... l,angsulg 
l(e,t,:1aan Tertencu 

5. SEHlOR HA KAGER PENGGUNA 
;i, Melakukir'I pe,hltungan diln �1:$.Hn 

htill pdoe!j,3an� � 

b. Md� lioon;llra$i denS>ln t.nlt - 

J, PEJABAT IURWl!NANG 
I. �!JP us,Aan Pl:rul)Ai:an � 

KeaclilanTertentu 

4. PEHYEDIA 
�lranp,,mja,n� 
llll<ll Kontrak 

6. UNJTPENGADMN 
M&bMl kl«iti"-"11elri5 <Ian 
negoslasi harga pel<erjaan 

I. SENIOR MANAGER PENGGUNA 
Meft'1U!,Un8erl���terllna 
pe�fj!,.n 

1. PfNYfDIA 
Mel.)kl.A<.llnstrih terimi l'l,HJI � 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

K•t.nnt,1111 .... -. ....... � 
n• • ... � j)Cf'l)'de!,!lln o_,.... mon� oengan kmds 

) 

) 
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STANDAR OPERAS! PROSEDUR {SOP) 
Tanggal bet�ku: Diperiksa ok!h Disetujui oleh 

............... 2020 
( Revisi ke: 

TENDER TERBATAS 
0 

( PELNI •ur,..,cn No, Dok1.men: SOP-OO/. .. J .. ../ ... J2020 Halanan: ( ............................... ) ( ...•........................... ) 
PT PEUTA INDONESIA DJAYA 1/ l 

PARAPIHAK 
( NO. KEGIATAN PfJAIAT OOTPUT JANGKA WAKTU K!TERANGAN 

BERW'ENANG PENYEDIA 

( 

r. PANITIA PENGADAAN 
( a. MenyuwndokumenTenderTerbatas Ookumen Tender Terbatas n 

b. Men�jadwal pelak.sanaan Jadwat TenderTetbatas TerKler Terbatas 
c. Mengi.mumkan Tender Terbatas dan Pengi.mwnan dan mengundang Peseita Tender a+3 

'rereetes Undangan Tender Terbatas 

( a. PENYlOIA 
Mendaftar dan mendapatkan Penyedia mendaftar a+4 

( DotLineri Tender Terbatas 

3. PANITIA PENGADAAN 
a. Melakukan penjetasan pekerjaan Penjeh1san Pekerjaan e-s 
b. Melakukan perubahan dokumen Adendum Dokumen Tender Terder Terbatas atau speSifikasl, Terl>atas apabita ada apabila diperlubn 

4. Pf NYE DIA 

( 
Menyampalkan clolamen penawaran DoloJmen Penawaran a+8 

5. PANflIA PENGADAAN 

( a. Melakukan perrtiukaan dokumen Pembukaan Penawaran a+9 penawaran 
b. Melakukan evauasr penawaran Berlta Acara Evaluasi n+12 Penawaran 
c. Melaporkan haStl TenderTerbatas 

tapean Tender Terbatas n+l2 kepada PeJabat Berwenang 

,. PEJABAT BERWENANG 
Menetapkan pemenang Tender TIDAK Penetapan Pemenang n+l4 Terbiltas 

7. PANITIA PENGADAAN 

( Mengi.mLJTikan pemenang Tendef 
Terbatas; Pengi.muman Pernenang n+14 

,. PEJABAT BERWENANG 
Menerbltkan bull:l:I kontrak kep;IC!a Buktl Kontrak sesuar 
Penyedla Buktl Kontrak n+17 PedOman Pengaclaan 

Barang/jasa 

Keterang11n: 
n ,. Wllktu 111111.:il pelalMnaan 
n+ .. = waktu P'fl� pekeriaan rnenyesuiliQn deng;in kondrsi 

.) 
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STANDAR OPERAS! PROSEDUR (SOP) 
Tanggal berlaku : Olperiksa oleh Disetujui oleh 

................ 2020 

PENGADAAN BARANG/JASA INTERNAL PERSEROAN MELALUI Revisl ke: 
REPEAT ORDER ICEPADA PENYEDIA SEBELUMNYA 0 

PELNI tPtvt<n No. Dokvmen: '3Jf'-00f ... J. .. / ... J2020 Halaman: (--------------------------) C------··············· ------) 
PT PEUTA INDONESIA OJA YA 1 I 1 

PARAPIHAK 

NO. KEGIATAN SENIOR UNIT PEJAliAT OUTPUT JANGKA WAKTU KETERANGAN 
MANAGER PENGADAAN BERWENAtilG PENVEDIA 

PENGGUNA 

Mulal 
1. SENIOR MANAGER PENGGUNA 

a. Membuat usl.Aan Repeat Order Surat usulan 0 

b. Mempertlmbangkan penllaian 1 Kinerja Penyed1a kinerja Pen'fedla sebelimnya 
c. Menyvsun KAK,. spesiflkasl dan harga KAK. speslf1kasl cran 

"' perloraan harga perlciraan 

2. PEJABAT BERWENANG TTDAK �rikan persetujuilln ustAan 2 
Repeat Order Perserujuan Repeat Order o+3 

YA 

3. UNIT PENGADAAN 
a. Meml!ah apakah nilal Repeat Oroer TIDAK Pemllahan Pelaksana 

meleblhl �s Ju:a ? la Re�torder , ... 
YA 

b. Mengundang Penyedia sebelumnya Unctangan P�111 bda 
apabila nllal Repeat Order melelllhl lb nlla! r@J:)ellt order 
Rp2SJtJ:a melebihl Rp25 Ma 

•• SENIOR MANAGER PENGGUNA 
Mergi..nclang Penyedla sebelunv,ya y Undangan Penyed111 blla 

¢ nilal repeat order kl.rang o+S 
clan Rp25ji..ta 

s. PENYEDIA 
Met1yompa1kan penawaran Repeat �waran repeat order a+6 °"'� 

•• PEJABAT BERWENANG 

� 

Menerbltkan bukt1 kontrak ben.#ang Buktl Kontrak sesuaf 
� Penyecl!a sebelum,ya Bukt1 ktlntrak berulang o+7 Pedoman Pengadaan 

Barang/jasa 

keterangan: 
n • wakbJ l!'lllai pelaksanilall 
n+ ... • wall!iJ penyeltosaian ptker)aan l!'el)tiolaul dengan �disl 

.......... ------------��- 
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STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP) 

PENGADAAN BARANG/JASA 
BISNIS PERSEROAN 



( 

v) 
PELNI ..,..,.:: .. 

PT PEllTA INOONfSlA DJAYA 

STAN DAR OPERASI PROSEDUR (SOP) 

PENGADMN BARANG/lASA BISNIS PERSEROAN MELALUI SWADAYA DENGAN CARA 
PEMBELIAN LANGSUNG 

No. Dokumen: SOP--00/ .... / .•.• / .. ./2020 

T•ni,g•I berliolu.1: Oi;pflU• olah 

---·· 2020 
A;e'ntllu,: 

0 

Haill""'n: {--··---···-··-·-··· .. ) ". 

DIHtUjlli o4eh 

( , 
l(Eli1t.TAN 

1. PEM9ERl Kf.RlA 
Netl�MOpe,minWn ...... _,., 
blr� ttpacSI Perseman ....,,- 

,. PEJAIAT IERWENANG 
�tujuj pemallaan blrq,/)ISil f'cnetujJiln Peji,!Nt ,., 
11,rj Pemberi (erp """"""' ,. SEHlOR MANAGER PENGGUNA " I, �tapl,;an�peRl')lan 
melloloJI Ptr$erDiVI (s-lay,1) 

b. Mclildcarl i(lentifikasl k.ttx.tlllan .. , 
�Sill'tirbet! Ke,jol 

e. Mer¥'5Un l't!ON .lrt;1911311 � .....,,.,, 
'"'' d. M"'1)USUn pMawaran harga i>enawar,nha,;a. -� ,. PUAIAT IERWENANG 
Menrlllll)ul pv111waran hirl)il l'erselujtan Pejlb,lt ,., - ,._.,,, 

,. suao« MANAGER PENGGUNA 
Menpmp,lllan pena,1au,n haroa 
�jlilll kepada Ftinbut � -- ,., 

,. PEMBER! Kt:RJA 
.1. Helaluan ldMlfokMI I*! nep!HI 11en1a Aeara 1Gariflka$i d.ln 

pena..aran hillgoil pel<;erj,wn �cll�olct, , .. ........... 
b.�tut!IDtr.ll<� 

llutt! la:lnlrakdali Pentleri --- -- ,., �6llllllQIJuap11d.l - ktteotuin 111.*11 lmtrak 

,. SENWR MA KAGER PENGGUNA 
I. Mdakur.,n � def"9in � 

u.ng ""*"' terw!t, 
Meru)lk k,:pWI soP 8.-.gian 

lleuaf9ln temllt U;tng "'-lka -- b. l'lencarlPe�RetallJeSIIII 
plfflli��Silclllll'elrberl Petil"'(lia Retail , .. ..,. 

e. Mtlaln.tan Pembell1111 lan11suno Pl.l:dlase Order (PO) dlnoJallS.Hl�(l'O) 

,. PENYlOJA RfTAll 
Hen)etilhkln blrano,'))A melalui llifilngfjasa disero1hkan le ,., Meruµlr,epad,)SOP 
Slsrem�� --· -· ,. SENIOR MANAGER PENGGUNA 

;i. Mtlala.Jka,n �sl del'9)n � --- ,., 
__ .,,. -- - -� b. �bafarQl)aH'fillllldibel! ..,.,. .......... .•. PfMIERI l(fRJA 

Meoolmli lllnr9"l- dtrl Pen;c,oan II.Jr�'f',1flljl<Sbo:II ,., 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

K•�na•n• n"--� n+ ... " � � peocer)Mn """',-.aka>� k<>nOs 

) 
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PELNI • ..,.,..en 

PT PEUTA INDONESIA DJAYA 

STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP) 

KERJASAMA LANGSUNG DENGAN MITRA BISNIS 

No. OOb.men: SOP-00/ ... J ... ./ ... /2020 

Tanggal berlaku: 
......•...•...•.•.. 2020 

Revis:lke: 
0 

Halaman: 
I/ I 

Dlperiksa oleh 

( ) 

Disetujui oleh 

( ) 

KEGIATAN 
UNIT PENGAO.U.N 

PARA PIHAK 

PfJ_.-BAT 
BERW'ENANG MITRA BISNIS 

OOTPVT JANGKA WAKTU KETERANGAN 

Merujuk kepada Pedoman 
Penl)a<laan Baranw'Jasa 
pada ketentuan Bulctl 
Kontrak 

a+S 

a+J 

Ml 

M7 

n 

a+9 

n+lO 

n+lO 

n+l2 

unoangan permlntaan 
kerjasama denoan famplran 
rencana blsnls 

DofaJmen Peoawaran 
ninlmal daJi 2 (dua) !l.lMN, 
Anak Perusahaan VIN, 
darVatau Perusahaan 
Teraffliasi BUMN. 

Peruelasan rencana bisnls 
Perseroan 

Persetujuan kerjasama 

Berlta Acara Evaluasl 
Penawaran 
tapcean Pernlllhan Mitra 
Bslnls 

Penetapan Mitra Bisnls 

&Jlctr Kontrak 

1. UNIT PENGADAAN 
a. Menyusun unctangan pennint.aan 

kerjasama yang chlampirkan reocana 
bisnis 

b. Mengundang M:tra Bisnls minimal 
darl 2 (dua)BUMN, AnakPerusahaan 
BI.JMN, dar\latau Perusahaan 
Teraflllasl BlJt,f'ol, 

2. MITRA BlSNlS TIDAK 
Apakah Mitra Blsnls setuju melakukan 
kerja,am, 

3. UNIT PENGADAAN 
Melalrukan penietasan tentang 
rencana blsnis Perseroan 

4. MITRA BISNIS 
Menyampalkan dokumen penawaran 
kepada Perseroan 

5. UNIT PENGAOAAN 
a. Melalrukan eValuasJ penawaran 

b. J,'elaporl!an has!I pemillhan r-ttra 
8isnls kepada Pe)abat Berwenang 

•• PEJABAT BERWENANG 
Menetaplran Mitra 61$1115 yang akan TIOAK 
melakukan Kef'jasama L1ngsung 

7. UNIT PENGADAAN 
�n Mitra esors terplhh 

7 

•• PEJABAT BERWENANG 
Menerbitkan bukti korltrak kepada 
Mitra Bisnis 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

Keteran,gan: 
n ., waktu ll'lllii pel!lksanaan 
n+ ..• ,. Wilktu penyelesaian p,ekerjaan �yesuaibn dengan kondisi 

I 

- 



t:) 
Pl!LNI ....,... .. 

PT PfUTA JNDONESIA DJA'l'A 

STANOAR OPERAS( PROSEDUR (SOP) 

PENUNl'UKAN LANGSUNG MITRA IISNIS OLEH UNrf P!NGAOAAH 

No, 0:>kllffle'l: SOP-00/ .. J ... J ... ,2020 

T.,.1119a.l Nrlak", Dip,oriltu oleh 

----�� 
11 .. v1.11t., 

11e1a ..... ,., C------····l 

"' 

Pitet .. Jul oleh 

S..,.ill'l!nn!Uln �.., .. 
--· ••• �- 

�, -- 
l'l!n.lwlrl/'thlfOO 

l'ffl,c�,..)al>M M< - 
r.octdir.i.JI der,p, I.Wt M. -� 
-1rs1- ... ,.)',f\Q M< 

--- 
Oi;ll;i.fnlnpel\1..- M' 

11eni..o.ar1!Q'onftbM<IMI M' -n- 

MfTIIAIISNZI 

TIOAII. ' 

'1!JAIAT lfllW'lNoUIO 

S. SfNIOR M.lNAG£11 l'lNGGIJNA 
HelaluMI �lllSI Oenpan I.ht 
llengiOMntffMOt�l41r, ·�· 

e. UNllPENGAO.V.N 
I. �hpe,m,,-,"'°'111-'JI .. Nn 
�n 1e')l •i.dth tdl yq,uK ,..l\>"9 denpon Mira E111ril 

2. POAI.I.T lfllWENAMG 
M"'¥lt'4" ptnnnt.il'l>«Wlli,')n& 
clenl'l!mblen"""" 

a. S[NJOR "IAIUGfilt p(�IV, 
•. fo!eOelll)latlpd...-peier)Qn 

melll"' Matra!Uros 
b.>lel1,.._.,,_"�� .. 

bl�ng/)i!N�n"">" 
e. ��rc.lN..-.ollM.,,IM'fl ,u. 
d. Hl,,.,......,�nar;,.peut)Mll 

KUIL\T.ul 

7. MITRA llSNlS 
.....,,.."1)1,1.Atl dOlunerl peNIWl!'ln 

I. l'IITllA IISHlS 
�m"9"nli!leni.Aear1 
ld.-,f,lff,�,S.,�� 

b. il,pabl1bll""l<lll:anlruP� 
de<,g,lnMo� �S, U'lot�dHll 
�folllTlllls,u� .. lffU< 
....,,,..rr.,.11c1n i,e,,,.,,.� 

4. PU.I.BAT lfllW!NANG 
�-ltflMJ1,i - 

Apmll ne!J'l'IH' hllv& t..s.k sepol,,l,t 
f!IPl\hl�Olp,ot 
mef9""""9 ..... 111 11 ...... t.!I. 

b. Mll.,,_,"*1frkiS1!et:n1dlri 
nego,iHrt.rv,,. 

1. P[,-iHRJ Kl!IU.t. 
�unpemrru.. 
l>ll�}HAl2�- 

10. UICIT PlHGAO.V.N 
1'4d1....,_denpon!ien0" 
MINg4r l'e,W.nl ...... Pl:rsll9¥1 
�-""'1lel .... l,t 
!"otrl llstlrS 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

l(ebn-•• n•_,,,_,,_ 
n• .-..,...�......,..,...,--�-· 

., 

) 

• 



� 

STAN DAR OPERASI PROSEDUR (SOP) h"'9911lb<11' ... ltll: DlpulhaOMh Dilet11j11ioleh 
··- .•.• _, ____ 2020 

PfMESANAN PEM8WAN Olffl UNIT PENGAOAAN 
ReWlh: c • 

PELNI _.......,. No. Dokumen: Sl:»-OIJJ ••. ./-./.-./2020 Haa.1n11 .. ; (--··------·------) (,. 
_____ , 

PT PELJTA IHDOfllESIA DlATA . " ........... 
""" 

KEGIATAN ....... , PVAIAT °"'"" lANGICA WAl(TU ..,. ......... 
PEMBElllltERlA UNIT PENGAOu.11 

�IZ! BERWl!NANCi 
MITRA BISNIS 

1. UNIT PENGADAAN 0 Me-iallubn l:oordlllilSi deng•m Senior 
Mlni,g,eti'enggln untuk Per,lap1m Koordonu! llenpan Sfflor 

' rntlal::uk.;rn�nilll�� ,._....,.... 
Mitra 81snl$ 

L SENIOR MANAGER PENGGUNA 0 Menyamp11lbn petll!Wilran hi•ga �atllllllgl� 

' �an�da Ptn'b!n � -·- ,. PEMIIERI KERJA 

� 

1. Melekubn klarlflkoUI din negosiffl lleoll Aelf'I Klaril,kai! 

"' pen;,waran hlrga pek,erjlan da!l negosiasl hargi 

b. Ml!Mrbitl.ln buktJ l:ontral ke� Me<u)ukllepada �n 

""""" Bukt:! i:oolt11kd.iri "' l'engadaan Baral'l!:W'Jau ..,..,..,. . �krteritUM!a.t! 

[;] Konttlk •. POASAT Bf.RWIENANG 
Moeo.l!lditt.tng1m, buld:I kootrak din ��rakdillf , .. 
l'l!l"bef!KC!rj;I ......,...,. 

,. Sf.MIOA MANAGER Pl:NGGUNA 8 �lallukanlCoorcl<nasldeng,ln\Jril 
Peogacl,lanttrkiilt �1\111'1 11.00rdlnasl de"lllln U11t "' Frl!ITECflan ke Mitra B,snis -" s, UNfT P'CNGADMN 8 ttlatubn Pemesanan Permelian b! PernewNn �lanke 

"' Hllre !!jiOIS Mltr.llbnis 

,. P!JAllAT 8ERWENANG [:] Molnerbkl:.an buldi kootra� � Mitt• Bukll toot,ak ""'p,td.J "' .... Mitri lbm: 

L MITRA BISNIS 

� 

�kY/laun lisnls Petsffl>lln HasM Pelejaan •O!SUllflNsa peloerja.an 
d.J!�m bukti kl:lntrak 

K•teni...,, 
n•WIM ....... � 
n+ •Wlkl>i��..,..,.,__�komlm 

............ ------�� 



) 

• 

..;) STANDAR OPERA.SJ PROSED UR {SOP) 
T1ngg1I Hrlaku t o;,,.,ili110Nh Olso,hojuiCMI, 

._ •••••• 2020 
l"ENGADAAN IAIUNG/JASA ltSNIS PERSER04N NEU.LUI RU'EAT ORDU ltc .... i •• , c 

IW'ADA HfflU. IISKU SEllflUMNYA ' 
,.ELNI ""'""" No. Dokumen : SOP-00( .• J,�J .. ,12020 llal111n1n1 

, _____ , (-------· 
l'TP£UTA INOONUIA QJAYA '" l"AIUI Jl'l:MK - ICt:GlAU,11 

1'1!"'1JU KIIUA KIUOlllUMeD. =M- - ... ··= KfTUANGAM 
�AL\TlflWf.llAII& .. -... II!!"" N:NU.C.U.11 U'IIWMWfA 

1. POllEIU 11:UJA rO ��bnpermnt-.� SUrMPWlnl(Mn 

" Orllotb..-��� Bllrltlg/lu. 

:t. PUAIAT llltWfkAHG <>. �u .... perrrlnU1n R!j)UI Order TIOAK ""rffl\l)lln lleJAI* ... '*-,os,aen-.lC<,')a -� 
J, 5£NJO!I NANAG(ll PUKlG\INA 

.. �fl1Jonglanptnliiao110ff),I 0 Klllff)II04,\11811n15 Mitri IStti stbdlffl'l)II 
b. Me'¥,S61per,n!Mllll>ll'QI peo:.etjllft ""-""""go "'' 

4. POAIAT llltWENA/1111 =" 
� 

"*'l't1"JUipt<ll-an11a1'91 ---- ... - ae_..,r,; 

5. HIIIO!I M.I.NAGllt PlHGGUNA 
�llub,l�dt"Olftl,h{ [J ,eng,dNn mi.a,1. R"""ot Or<Jer KDo«lonaJj dtn')an lint ... - .. - 

I. UNJJ PlllGAO.U.11 0 -�pemMlulllbllrM!W)OSi --. .... �,... ........ 1W111_ot.......,11-c-0roeriw, akan <l-1!.t()elt 0.01'1 ... 
I'll•• IW. sebd....ml\1 

1, 5(NlOII M4MAGfA P(f,IGGUM 8 """""""""' ..... ptniW- l'IN'gl -- .... �..,.� ... 
;>!lo!QNn�-Kel)t -- L Pf:NH:IU KEIUA 

I, �l<iltlf!Q$11;111, 1119""6 0 ller,t.1,l,c,lr.lhnfll;nldln ... �IW!llpd<IIJN(I ntllO'IH•/larvt 
b.-l>lUtlt>.niV'lf�� aM,ktn,tt:;&,,PelnJet, MtNjUCioepad,1- �- ... .. , �e..11'191,-, 

o,nlllotttre'*'lktti •. ,uu .. u tUIWUIANG 8 -�DoAi:1-·- ..... --<llfl ,.,,_., ... _..,. ""' 
re. UN!Olt Ho\No\CiU{ "l!NGGIJN.\ [;] ""���Uni �dmgAl!i,#111 ���°""'"' ... 

Mllrt 91/Ws Mbet,_,,. - 
ar. U/fIT,UtGAII.U.N [;] -�Orderkl!l'!ltrl 11:ew1 0<0erkl!)t<tr1 s. .... , �· lloSl'l,Sd>el� -�- 
•• PUAUT IUWEN.I.NG G -tkint>illllu'trlt.� llo.4¢l�uk�f",tr1 ..• M1tr1Etl<l'M<seoel..-rYl\'I ............. 
>L MITRA IISNJS 5fHWMln'A 
�!1-�n 

� 

,.,,_., --- mellNll�OrO!r Oil¥n_, __ 
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